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NOMOR i4\ /DISDII</2016

TENTANG

ZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
( PAUD ) PERMA'TA BTINDA KECAMATAN L}ATHIN VIII.

Menimbang : a.

KEPAT,A DI.VAS PENDIDIKAN

bahwa perrdidikan anak usia dini (PAIID) merupakan pendidikan yang sangat
mendasar dan sangat menentukan bagi perkembangan anak dikemudian
hari,yang mempakan pendidikan pertama dan utama bagi tumbuh kembang
manusia,PAUD merupakan peletak dasar pertumbuhan perkembangan
fisik,social,ekonomi,bahasa dan komunikasi sesuai dengan keunikan
perkembangan anak usia dini dengan tujuan terwujudnya anak usia dini yang
cerdas,sehat,ceriadan berakhlak rnulia serta memiliki kesiapan baik fisik
maupun mental dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;

bahwa berdasarkan pertimban gan sebagaimarTa dimaksud pada huruf a,perlu
menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional/P enyelen ggara
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Permata Bunda Kecamatan Bathin VIII.

Undang Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian
( lembaran Negara Republik Indonesia Tahtrn 1974 Nomor 55,'fambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah
dengan Undang -Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 tahtur 1974 (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan lembaran Negara Repubtik Indonesia
Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 7999 T entatg PenyelenggaraanlVegara Yang
Bersih Dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republiklndonesia Nomor3 I 5 1 ) ;

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Tebo,Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39O3)Sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 'Iahun 2000 tentang perubahan
Atas Undarrg-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun,Kabupaten Te bo,Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanj ung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Trihun 2000 Nomor 81
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor l25,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomorl2 Tahun 2008
tentang perubahan Kelua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008
Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Mengingat: l.

4.



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor l l2,tarnbahan lembaran negara

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tatlrn 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lenrbaran Negara Republik tndonesia Tatmn 2005 Nomor
4l,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4496);

Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan
Penetapan Standar Pelayan:ar Minimal (Lemb'ann Negra Republik Indonesia
Tahtrn 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagran Urusan
Pemerintahan Antaran Pernerintah,pemerintahan Daerah provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/tr(ota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O07 Nomor S2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomorarl;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan dan
penyelenggarzum pendidikan (lembaran Negara republik Lrdonesia tahun 2010
nomor 23,taffrbahat lembaran Negara republik lndonesia nomor
5lO5)sebagaimuura telah di ubah'dengan peraturan pemErintatr romor 66 tatrun
2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomoi 17 tahun 2010 tentang
pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (tembaran Negara repuhlic
Inclonesia tahim 2010 nom6r Sg,tambahaur lembaran Negara republik tndonesia
nomor 4741)

Peraturan daerah kabupaten Sarolangun nomor 03 tahun 2008 tentang susunan
organisasi dan tata kerja dinas daerah kabupaten Sarolangun (lembaran daerah
kabupaten sarolangun tahun 2008 nomor O3)sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan peraturan daerah kabupaten Sarolangun nomor 3 tahun
2012 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten Sarolangun
nomor 03 tahun 2008 temtang susruurn organisasi dantata kerja dinas Oaeian
kabupaten sarolangun (Lembaran daerah kabupate,n Sarolangun 'tatun 

2,012
nomor 3).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar
Pendictikan Anak Usia Dini;

MoU Mendiknas dengan G,rbernur dan para Bupati seprovinsi Jambi
Tanggal 10 Maret 2006 Tentang Kesepakatan penyediaan <lana pendidikan
antma pemerintah Pusat dan Kabup aten/Kota;

visi dan Misi Pemerintah Kabtrpaten Sarolangun Tahun 2011 s.d 2016 yang
bertekad menJadi Kabupaten Sarolangun y*g t"uin Maju dan sejahtera

ME,MUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG IZIN OPERASIONAL/
PENYELENGGAIT]AV{N SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
( PAUD ) PERMATA BUNDA KECAMATAN BATHIN VIII.

7.

9.

10.

Memperhatikan: a.

Menetapkan :



KESATU

KEDUA

KETIGA

Memberikan Izin operasionar./penyelenggaraan satuan Pendidikan

AnakUsia Dini KePada:
\T^*o r amlrqoa : PAUD Perrnata Bunda "

Atiqoh
elola

Penyabunfi Kec.Bafiin VIII

Kao.Sarolartgun

Jan$awaktu betlaktlzrn : 2 (Dua) Tahun

kementrian Pendidikan'

: Keputusan ini berlaku sejak tanggsl ditetapkan'

Ditetapkan di Sarolangun
PadaTanggal 3o -i' 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
ATEN SAROLANGLIN,

AMA MUDA,/ N'C
1031 198301002

Tembusan Disarnpaikan Kepada Yth,
1. Bapak Gubernur Jarnbi di Jambi
2. BapakBupati Sarolangun di Sarolangun;
3. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi;
4. Sdr.Camat Bathin VIII Di Bathin VIII;
5. Sdr.Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bathin VIII di Bathin VIII ;


